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ABSTRAK 

 

Umat Islam yang hidup dalam  tatanan masyarakat adat tidak hanya 
tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap 
aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun-temurun, yang mana aturan adat 
tersebut kadang sesuai dengan aturan agama dan kadang pula bertentangan 
dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan diyakini dalam 
masyarakat Tambahagung yang melarang perkawinan dikarenakan walak.  

Walak adalah suatu faham atau keyakinan masyarakat untuk tidak 
melangsungkan perkawinan antara dua orang yang berbeda tempat tinggal karena 
adanya petuah sesepuh dan jika dilanggar akan ada akibat buruk menimpa 
pelakunya. Dalam hal ini dua tempat yang dilarang melangsungkan perkawinan 
adalah dukuh Kluwung dan dukuh Sono.  Pernikahan seperti ini dilarang dalam 
masyarakat dukuh Kluwung dan Sono karena masyarakat meyakini jika 
pernikahan tersebut dijalankan maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa 
rumah tangga para pelaku pernikahan tersebut, seperti perceraian, sakit 
berkepanjangan, bahkan kematian. Hal ini memotifasi penulis untuk meneliti 
lebih jauh tentang larangan perkawinan karena walak yang terjadi di desa 
Tambahagung. Salah satu fokus bahasannya adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat masih taat dan menyakini larangan perkawinan kare 
walak serta bagaimana hukum Islam menyikapi larangan perkawinan karena 
walak. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan teknik 
pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin. Data yang 
telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi 
hukum Islam, yakni dengan menghubungkan larangan nikah karena walak dengan 
hukum Islam. 

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat masih taat terhadap larangan perkawinan karena walak 
di desa Tambahagung adalah: (1) faktor mitos, (2) faktor fanatisme, (3) faktor rasa 
ta’dhim terhadap petuah para sesepuh, dan (4) faktor adat dan budaya. Dalam 
sosiologi hukum Islam larangan pernikahan karena walak merupakan gejala sosial 
yang ada di masyarakat yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Larangan 
perkawinan karena walak termasuk dalam kategori ‘urf fasid dan hukum 
melakukan perkawinan karena walak tersebut adalah mubah (boleh). 
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Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 من تعلم تقدم ومن جد وجد

 

“Barangsiapa yang siapa yang belajar, maka ia akan maju dan 

Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”. 
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KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR    

    

 نأ شهدأو له شريك لا وحده االله لاإ لهإ لا نأ شهدأ ،لمين العا رب الله الحمد

 ،جمعينأ صحابهأو لهأ وعلى محمد على وسلم صل اللهم ،ورسوله عبده محمدا

 .بعد ماأ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan 

banyak kenikmatan tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan 

salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran 

Islam, peruntuh ajaran jahiliyyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk 

umat, yakni baginda Nabi besar Muhammad Saw, ahlul baitnya, para sahabatnya 

yang saleh dan kepada seluruh umatnya. Amin. 

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa strata satu UIN 

Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan studinya disamping untuk memperoleh 

gelar sarjana. Dilain itu, Penyusun pemilihan topik TinjaTinjaTinjaTinjauan Hukum Islam uan Hukum Islam uan Hukum Islam uan Hukum Islam 

TTTTerhadaperhadaperhadaperhadap Larangan Perkawinan karena Walak (Studi Kasus di Desa 

Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati) alasan utama 

adalah melihat adanya faham dalam masyarakat yang masih berkembang dan 

ditaati yaitu larangan perkawinan yang didasarkan adanya petuah dari sesepuh 

desa setempat yang melarang menikah antara warga Dukuh Kluwung dan warga 

Dukuh Sono. Dalam al-Qur’an maupun al-Hadis tidak ada nas yang membahas 

mengenai larangan nikah seperti halnya yang terjadi di Desa Tambahagung. Hal 

ini menjadi penting untuk dibahas demi memberi pemahaman baru tentang 

hukum larangan perkawinan karena walak yang sesuai dengan hukum Islam. 
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penyusun. Oleh karena itu, Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1 Dalam Kompilasi Hukum 

Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, 

yaitu akad yang kuat atau mi>sa>qan gali>za>n untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.”2 

Menurut pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus 

saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.3 Hal ini sejalan 

dengan firman Allah Q.S. ar-Ru>m: 

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

.ورحمة إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون
٤ 

                                                
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1. 
 
2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 
  
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet, I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 56. 
 
4 Ar-Ru>m (30): 21. 
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Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut 

selektivitas. Hal ini berarti bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan 

pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah 

dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.5 Hal ini untuk menjaga agar 

pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. 

Dalam Islam bila perempuan yang hendak dinikah, ternyata terlarang untuk 

dinikahi dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi). 

Perempuan merupakan jalan yang paling mulia bagi laki-laki untuk 

menyalurkan kebutuhan biologisnya dan untuk melanjutkan keturunanya. 

Sekalipun demikian, seseorang tidak bebas memilih perempuan untuk menjadi 

isterinya. Menurut syari’at Islam terdapat sekelompok perempuan yang haram 

untuk dinikahi.6 

Para pakar hukum Islam mengelompokkan perempuan yang haram 

dinikahi ke dalam tiga kelompok. Pertama. kelompok yang haram karena 

hubungan nasab (keturunan). Kedua, kelompok karena muşaharah (hubungan 

perkawinan). Ketiga, kelompok yang haram karena rada’ah (hubungan 

persusuan).  

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya 

tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut patuh terhadap 

aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun temurun, yang mana aturan 

                                                
5  Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan 

Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 
144.  

 
6 Zufran Sabrie, “ Perkawinan Antara Saudara Sepupu (sebuah Perkawinan)”, Mimbar 

Hukum, No. 19 tahun VI, (Maret-April), (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINDERA, 1995), hlm. 53. 
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adat tersebut terkadang sesuai tapi terkadang juga bertentangan dengan aturan 

agama. 

Dalam adat larangan perkawinan yang ada di masyarakat Desa 

Tambahagung Kabupaten Pati. Di desa tersebut terdapat larangan perkawinan 

adat antar dua dukuh yang berbeda yaitu Dukuh Kluwung dan Dukuh Sono. 

Masyarakat yang berdomisili atau lahir di Dukuh Kluwung dilarang menikah 

dengan masyarakat Dukuh Sono, begitu juga sebaliknya. Larangan 

perkawinan ini berawal dari cerita masyarakat yang berasal sesepuh desa 

setempat. Konon cerita antara Dukuh Kluwung dan Sono masing-masing 

dipimpin oleh seorang penggede atau penguasa. Penggede Kluwung dan Sono 

adalah bersaudara. Penggede Kluwung mempunyai tanah yang luas dan 

Penggede Sono memiliki kekayaan alam atau pertanian yang melimpah, Suatu 

hari Penggede Kluwung ingin mengambil salah satu hasil pertanian yang 

berupa kedelai milik Penggede Sono tanpa sepengetahuannya. Setelah 

mengambil kedelai tersebut Penggede Kluwung terjebak dalam lumpur dan 

tak bisa berjalan sampai akhirnya saudaranya datang kemudian Penggede 

Kluwung meminta pertolongan kepada saudaranya untuk mengantarkan 

pulang dengan cara digendong, Penggede Kluwung berjanji jika Penggede 

Sono mau mengantar pulang akan diberi wilayah atau tanah dengan batasan 

sampai mana ia bisa mengantarkannya. Setelah digendong sampai masuk 

wilayah Dukuh Kluwung Penggede Kluwung sadar jika saudaranya bisa 

mengantarkannya lebih jauh lagi maka wilayah atau tanah kekuasaannya akan 

habis dan kelak anak cucunya tidak dapat apa-apa. Setelah menyadari akan hal 
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itu, kemudian Penggede Kluwung menjatuhkan diri dari gendongan 

saudaranya supaya wilayahnya tidak semakin berkurang banyak lagi. Tempat 

di mana Penggede Kluwung menjatuhkan diri dari gendongan saudaranya 

dikenal masyarakat dengan sawah geblak. Setelah kejadian itu Penggede 

Kluwung melakukan sumpah yang isi kelak anak cucunya tidak boleh 

membina rumah tangga atau menikah dengan anak cucu dari Penggede Sono 

dan jika hal itu terjadi maka akan terjadi musibah antara keduanya. 7 

Masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten 

Pati adalah muslim yang taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya 

diantaranya adalah larangan perkawinan karena walak, sehingga mereka 

mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga 

merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Hal 

tersebut juga difahami oleh para pemuka agama (agama Islam) di daerah 

tersebut padahal larangan perkawinan karena walak ini tidak dilarang dalam 

hukum Islam dan tidak ada pula sanksi jika larangan itu dilanggar.  

Larangan pernikahan karena walak ini merupakan larangan pernikahan 

akibat adanya suatu budaya dalam masyarakat yang sangat erat hubungannya 

mengenai tingkah laku dalam sebuah masyarakat yang menjadi sebuah hukum 

adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat setempat ialah 

adanya ketaatan yang sangat kuat terhadap petuah yang ditinggalkan oleh 

sesepuh Dusun Kluwung dan Sono, serta adanya kekhawatiran akan terjadinya 

                                                
7 Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh masyarakat Dusun Kluwung, Tambahagung, 

Tambakromo, Pati, Jawa tengah, tanggal 10 April 2011.  



 5 

musibah yang akan menimpa jika petuah tersebut dilanggar dan berlaku turun-

temurun hingga sekarang.  

Larangan perkawinan dikarenakan walak adalah fenomena yang 

menarik untuk dikaji, karena selain adat yang mengakar cukup kuat dan belum 

ada kepastian hukumnya baik dalam Hukum Islam, Undang-undang maupun 

KHI. Hal ini menjadikan motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai larangan perkawinan karena walak di Desa 

Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan 

dicari jawabanya dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat Desa Tambahagung 

masih taat menjalankan larangan perkawinan karena walak? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena 

walak pada masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo 

Kabupaten Pati? 
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C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan 

Perkawinan karena walak pada masyarakat Desa Tambahagung 

Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. 

b. Untuk menjelaskan realitas larangan perkawinan karena alasan walak 

ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam khazanah di 

bidang perkawinan adat. 

b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka 

adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Desa 

Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang berhasil 

peneliti ketemukan, dimana skripsi tersebut mengkaji tentang perkawinan 

yang dilarang oleh adat dari berbagai daerah. Di antaranya adalah skripsi yang 

disusun oleh Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa 
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Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)”. 8  Dalam karyanya 

tersebut Joko Suseno membahas tentang adanya larangan pernikahan antara 

dua tempat tinggal yang berbeda yaitu Desa Ngombol Dukuh dan Ngombol 

Krajan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor utama yang 

mempengaruhi ketaatan masyarakat Desa Ngombol Dukuh terhadap larangan 

nikah berbeda tempat tinggal adalah kuatnya keyakinan terhadap akibat 

peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku yang melanggar 

larangan tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam adat larangan pernikahan 

berbeda letak tempat tinggal yang muncul di tengah-tengah masyarakat 

Ngombol adalah tradisi adat yang masuk kategori ’urf fasid’ yang tidak boleh 

dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada 

keyakinan yang lain dari Allah Swt dan dapat mengakibatkan syirik, jadi 

hukum melakukan nikah berbeda letak tempat tinggal adalah boleh (mubah).  

Skripsi yang disusun oleh Anif Khusnawati yang berjudul “Larangan 

Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ 

Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif hukum Islam”.9  Dalam karyanya 

tersebut Anif Khusnawati membahas tentang adanya sebuah adat dan tradisi 

yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat Ngantru 

Trenggalek yang melarang melakukan akad pernikahan antara saudara sepupu 

jika keduanya adalah saudara sekandung. Dari hasil analisanya, larangan 

                                                
8 Joko Suseno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat 

Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo), skripsi ini 
tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 

 
 9 Anif Khusnawati, “Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Pali di Kelurahan 

Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam”, skripsi tidak 
diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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pernikahan antara sepupu pancer wali adalah tidak sesuai dengan ketentuan 

Hukum Islam, yang mana dalam nass tidak ada ketentuan mengenai larangan 

tersebut atau saudara sepupu tidak termasuk dalam orang-orang yang haram 

dinikahi. Dengan kata lain hukum pernikahan antara saudara sepupu pancer 

wali adalah boleh (mubah), akan tetapi jika kekhawatiran akan buruknya 

keturunan yang dihasilkan itu mungkin terjadi maka hendaknya dihindari, 

karena kelestarian keturunan menyangkut kualitas dan bukan hanya 

kuantitasnya saja harus dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan daruri 

manusia. 

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ansori yang berjudul 

“Larangan Adat kawin Lesan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di 

Kelurahan Sambung Macan, Sragen”.10 Dalam skripsinya tersebut Ansori 

menjelaskan adanya kepercayaan atau keyakinan di masyarakat kelurahan 

Sambung Macan yaitu akan adanya larangan kawin Lusan (anak “ketelu” dan 

“sepisan”), dimana kepercayaan tersebut masih diyakini dan ditaati hingga 

kini dan bila larangan tersebut dilanggar akan mendatangkan musibah dan 

malapetaka pada keluarga setelah melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil 

analisanya ia menyimpulkan bahwa, kawin lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”) 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai larangan tersebut dan 

larangan kawin lusan juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang 

haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin lusan termasuk dalam kategori 

                                                
10 Muhammad Ansori, “Larangan Adat Kawin Lesan Dalam Perspektif Hukum Islam 

Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 
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‘urf fasid sehingga hukum kawin antara anak “ketelu” dan “sepisan” (lusan) 

adalah boleh (mubah). 

Skripsi yang ditulis oleh Hendri yang berjudul “Tinjauan hukum Islam 

Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau”.11 Di dalam 

karya tulisannya tersebut Hendri menjelaskan bahwa adanya larangan kawin 

bagi kedua mempelai yang sesuku, menurut hasil analisa Hendri hal tersebut 

secara normative tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan malapetaka 

yang dianggap akan menimpa pelaku kawin sesuku telah diyakini jauh 

sebelum Islam datang ke Batu Bersurat, hal itu dimunculkan agar aturan 

tentang larangan kawin sesuku dipatuhi oleh masyarakat.  

Beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan belum ada penelitian 

yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang peneliti maksud, 

sehingga peneliti berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun 

tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan, khususnya bagi manusia (laki-laki 

dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan 

bahtera kehidupan rumah tangganya.  

                                                
11 Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersur 

Kampar Riau”, skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2004.  
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Perkawinan mempunyai ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an. Di 

dalam al-Qur’an dijelaskan siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh 

dinikahi. Terdapat suatu permasalahan larangan perkawinan karena walak 

yang terjadi di Desa Tambahagung, di mana dalam larangan perkawinan 

tersebut terdapat aturan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan 

antara dua dusun yaitu: Dusun Kluwung dan Dusun Sono. Larangan tersebut 

sangat dipatuhi oleh masyarakat dan sudah ada sejak dulu dari para sesepuh 

kedua dusun.  

Fenomena larangan perkawinan walak yang terjadi di Desa 

Tambahagung, dalam hal ini peneliti meneliti dan mengetahui lebih jelas 

mengenai hukum larangan perkawinan karena walak ini serta dampak 

sosiologis bagi masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini peneliti ingin 

menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam.  

Sosiologi hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto sebagaimana 

dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara 

analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan 

gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu 

mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap 

pembentukan hukum.12 Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah 

ilmu yang yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial yang 

termasuk di dalamnya peubahan-perubahan sosial.13 

                                                
12 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1. 
 
13 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 61.  
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Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka 

tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum 

Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh 

masyarakat muslim terhadap perkembangan Islam. Penggunaan pendekatan 

sosiologi dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu;  

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. 

2. Pengaruh perubahan dan perkembangaan masyarakat terhadap pemikiran 

hukum Islam. 

3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. 

4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam. 

5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum 

Islam.  

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan 

upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fiqh syari’ah) 

tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan 

dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial 

dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan 

yang dikehendaki dalam penyelarasan di antara ajaran Islam dan dinamika 

sosial.14  Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis 

dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu 

dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu 

sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh 

                                                
14 Sudirman Tebba, Sosioloogi hukum Islam, hlm. 1. 
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masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa 

perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan al-‘urf  (adat kebiasaan) dan 

dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam. Kaidah hukum 

Islam betujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.15 

Wanita yang dilarang dinikahi oleh seseorang telah di atur dalam al-

Qur’an yaitu dalam surat an-Nisa’ ayat 22-23. Berdasarkan ayat ini, ada tiga 

kategori perempuan yang haram di nikahi. Pertama, karena ada hubungan 

darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena 

hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang 

dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Ketiga, karena status perempuan 

yang sudah menikah. 

Dalam suatu masyarakat larangan yang telah disebut di atas bisa 

bertambah atau berkurang karena adanya ‘urf (adat kebiasaan) yang 

berkembang dalam masyarakat tersebut.  

‘Urf adalah suatu yang telah dikenal dan merupakan kebiasaan di suatu 

masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau 

hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum 

Islam.16 Sebagian ulama’ uşul fikih, ‘urf  disebut dengan adat (adat kebiasaan). 

Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf  dengan 

adat.  

                                                
15 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqh Kaidah hukum Islam, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291. 
 
16 Totok Jumantoro, Samsul munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), 

hlm. 334. 
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Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat (‘urf) tidak seluruhnya 

dapat dijadikan dalil syara’, karena ditinjau dari segi baik dan buruknya ‘urf 

terbagi ke dalam ‘urf şahih dan ‘urf fasid. 

1. ‘Urf şahih, yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 

bertentangan dengan syara’, atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan naş (al-Qur’an dan Hadis), 

tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudarat kepada mereka. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’. 

2. ‘Urf Fasid, yaitu ‘urf  yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 

bertentangan dengan syara’, atau kebiasaan yang bertentangan dengan 

dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. 

Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau 

suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena 

berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam. 

Para ulama usul fikih menyatakan bahwa ‘urf  dapat dijadikan sebagai 

salah satu dalil dalam penerapan hukum syara’. Jika memenuhi syarat 

berikut:17 

1. ‘Urf  itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf  itu berlaku 

                                                
17 Ibid., hlm. 335.  
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dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengan masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 

2. ‘Urf  itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf  yang akan dijadikan sandaran hukum 

itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.  

3. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak 

telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. 

4. ‘Urf  tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang 

dikandung nas itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat 

dijadikan dalil syara’, karena ke-hujjaha-an ‘urf  bisa diterima apabila tidak 

ada nas yang mengandung permasalahan yang dihadapi.  

Jadi al-‘urf  yang dapat dijadikan sumber hukum bukan merupakan 

sembarang al-‘urf , melainkan al-‘urf as-şahih yang memenuhi kriteria 

batasan al-‘urf  tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal 

dan tidak membatalkan yang wajib. 

Kaidah fiqhiyyah yang senada dengan adanya al-‘urf  sebagai sumber 

hukum ialah:  

 ١٨العادة محكمة

Kaidah ini mengutamakan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat itu 

dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama pertimbangan penentuan 

hukum bersumber dari kebiasaan ini dengan tetap senantiasa mengaplikasikan 

                                                
18 Ibid., hlm. 266. 
 



 15 

ketentuan-ketenuan yang berlaku serta selalu berorientasi pada kemaslahatan 

semata, karena sebuah kemaslahatan merupakan sebuah “harga mati” yang 

harus tercapai dalam sebuah pensyari’atan Hukum Islam. 

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat oleh peneliti sebagai 

pedoman dalam mencari solusi pemecahan masalah terhadap pandangan 

masyarakat desa Tambahagung mengenai larangan nikah karena walak. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian larangan pernikahan karena walak pada masyarakat 

desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa Tambahagung, guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan karena 

walak.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitik, yaitu penelitian 

yang mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Desa Tambahagung yang 

melarang pernikahan karena walak. Kemudian peneliti menganalisisnya 

dalam tinjauan hukum Islam. 

 



 16 

3. Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. 

Pada konteks penelitian ini peneliti mengamati segala-gejala sosial 

yang muncul pada masyarakat desa Tambahagung yang terkait erat 

dengan larangan perkawinan karena alasan walak. 

b. Interview atau wawancara. Dalam metode ini peneliti menggunakan 

bentuk wawancara bebas atau free interviev dan wawancara mendalam 

atau indepth interview, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada 

sebuah pedoman tertentu, sehingga peneliti dapat bertanya dari suatu 

pokok ke pokok yang lain. Wawancara ini sebagai sarana memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan larangan perkawinan karena walak 

pada masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo 

Kabupaten Pati. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa nara 

sumber dari golongan pemuka agama, sesepuh, dan sebagaian 

masyarakat Desa Tambahagung. Dalam wawancara ini terdapat 15 

nara sumber yang telah diwawancarai.  

4. Pendekatan Masalah 

a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, pendekatan 

ini mengharuskan peneliti untuk mengetahui sosial kemasyarakatan, 

budaya dan aturan perilaku (ruler of behavior) masyarakat setempat. 

Hal ini memandu peneliti menjadi partisipan yang baik dan diterima 

dalam masyarakat tanpa adanya kecurigaaan nyang muncul dalam 
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berinteraksi dengan masyarakat, sehingga peneliti mampu memperoleh 

informasi sedetail mungkin mengenai gejala sosial yang ada dalam 

masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah larangan perkawinan 

karena walak, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

realitas yang ada di masyarakat yang menaati larangan perkawinan 

Karena walak di Desa Tambahagung secara detail. 

b. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tambahagung dengan 

pertimbangan kemaslahatan menurut fiqh dengan menggunakan acuan 

al-Qur’an, Hadis, uşul fiqh, kaidah fiqhiyyah, dan ijtihad para ulama’. 

5. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, metode analisa yang 

digunakan adalah metode analisa kualitatif, yakni analisa non-statistik 

dengan menggunakan metode kerangka fikir induktif, yaitu cara berfikir 

yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisirkan 

ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam konteks ini, berangkat dari 

fenomena dan fenomena larangan perkawinan karena walak kemudian 

menuju kesimpulan yang umum yang dihasilkan dari proses penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti membagi 

pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara umum 

sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut: 
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub 

pembahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan 

mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pokok Masalah, bagian ini peneliti 

memberikan penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar 

belakang masalah. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini peneliti memberikan 

penjelasan mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan. Telaah 

pustaka, pada bagian ini peneliti memberikan informasi mengenai tulisan-

tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Kerangka Teoritik, pada bagian ini 

peneliti memberikan pola berfikir atau kerangka berfikir yang ada dalam 

memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Metode Penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan 

beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.  

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dan 

larangan perkawinan dalam Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum 

perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan 

dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Urgensi dari bab ini 

adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan batasan-

batasan perkawinan yang dilarang dalam perspektif hukum Islam. Hal ini 

dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang larangan 

perkawinan karena walak. 

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah 

Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan larangan 
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perkawinan karena walak yang mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi 

ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan dan 

juga memaparkan pengertian larangan perkawinan karena walak dan sejarah 

munculnya larangan, pemberlakuan larangan perkawinan dan larangan-

larangan adat yang ada di Desa Tambahagung. Hal ini penting adanya, karena 

dalam penentuan suatu kebijakan suatu hukum harus mempertimbangkan 

konteks dan sejarah yang ada pada wilayah pemberlakuan hukum tersebut. 

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap larangan 

perkawianan karena walak yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap eksistensinya, implikasi perkawinan karena walak bagi kehidupan 

rumah tangga dan perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan ini. 

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil 

telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan serta analisis dari bab sebelumnya, penyusun 

perlu mengemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan dari penulisan karya 

ilmiah (skripsi) yang membahas tentang larangan perkawinan karena walak, 

dengan mengambil studi kasus di Desa Tambahagung Kecamatan 

Tambakromo Kabupaten Pati. Dalam kesimpulan ini lebih mengacu pada 

rumusan masalah agar terjadi kesinambungan dengan pembahasan 

sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut adalah: 

1. Ada beberapa faktor mengapa masyarakat Tambahagung masih mentaati 

adat larangan perkawinan karena walak, yaitu faktor Mitos, fanatisme, rasa 

ta’dhim kepada petuah para sesepuh, dan terakhir karena faktor adat dan 

budaya. Selain itu ada implikasi bagi masyarakat bila melanggar larangan 

nikah tersebut. Implikasi bagi masyarakat sifatnya sanksi nyata di dunia 

yang berupa dampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangga di 

kemudian hari. Dampak buruk tersebut diantaranya: rumah tanngganya 

tidak akan langgeng (bercerai) atau sering terjadi percekcokan, salah satu 

pasangan akan meninggal dunia, tertimpa penyakit yang sulit untuk 

disembuhkan. Hal ini menjadikan suatu alasan mengapa masyarakat tetap 

taat terhadap larangan adat tersebut. 

2. Secara sosiologi hukum Islam, larangan perkawinan karena walak 

merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat. Hukum Islam berfungsi 
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sebagai kontrol sosial dalam masyarakat yaitu menetapkan tingkah laku 

yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum 

Islam, dan sanksi hukum terhadap orang yang tidak baik. Dalam hal ini 

larangan pernikahan karena walak termasuk tingkah laku yang tidak baik 

dan menyimpang dari hukum Islam, sehingga perlu adanya pemahaman 

terhadap masyarakat mengenai larangan tersebut agar sejalan dengan 

hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam, larangan perkawinan karena 

walak pada masyarakat desa Tambahagung termasuk kategori Al-‘urf al 

Khaş. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan karena walak 

termasuk dalam kategori Al-‘urf fasid karena secara normatif bertentangan 

dengan nas. Sedangkan, hukum melakukan pernikahan antara Dukuh 

Kluwung dan Dukuh Sono adalah mubah (boleh). 

 

B. Saran-saran 

1. Masyarakat diharapkan mulai kritis dengan mengkaji ulang terhadap 

fenomena larangan perkawinan karena walak. Sehingga dapat meluruskan 

pemahaman yang sebelumnya di nilai salah kaprah. 

2. Peran tokoh agama diperlukan untuk memberi penjelasan dan pemahaman 

mengenai larangan perkawinan karena walak agar sesuai dengan hukum 

Islam. Tokoh agama dianggap cocok karena dianggap seorang yang 

mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. 

3. Perubahan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat dalam 

menyikapi larangan nikah karena walak hendaknya dilakukan perlahan-

lahan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 
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TERJEMAHAN 
 

BAB I 
NO HLM FN Terjemahan 
1 1 4 

 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.  

 

BAB II 
NO HLM FN Terjemahan 
1 20 2 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya 

 

BAB IV 
No Hlm Fn Terjemahan 
1 60 5 Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 
dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

2 61 7 Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu 

3 61 8 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 
isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 
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dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

4 62 10 Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.  

5 62 11 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan perkawinan karena walak? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan larangan perkawinan karena 

walak masih ditaati sampai sekarang? 

3. Apakah pernah tercatat adanya  praktek perkawinan karena walak? 

4. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan karena walak di Desa 

Tambahagung? 

5. Apa akibatnya jika ada orang yang tetap melaksanakan perkawinan karena 

walak ini? 

6. Bagaimana kondisi keagamaan di Desa Tambahagung? 

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perkawinan karena walak ini? 

8. Di daerah mana saja yang dilarang menikah? 

9. Apa saja bentuk perkawinan adat yang ada di Desa Tambahagug? 

10. Apa alasan warga masih mentaati larangan perkawinan karena walak ini? 
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